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Tempat
Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 148 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa: (1) DPRD kabupaten/kota
merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. (2) Anggota DPRD
kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang menjelaskan bahwa
“Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat
negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin
kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa:

(1) “Gubemur dan wakil gubemur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota,
pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan
mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk harus memenuhi ketentuan:



a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi
pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”.

(2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama
Presiden, bagi gubemur dan wakil gubermnur;

b. gubemur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan

c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubemur; dan

b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan
wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

(4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan

kepada:
a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubemur dan wakil gubemur; dan

b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota

dan wakil walikota.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan
dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau kepada Ketua dan Anggota DPRD
Kabupaten Agam dalam hal mengikuti pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 agar

mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian disampaikan surat imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terimakasih.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

2. Arsip



